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ABSTRAK 

 

Muhammad Rif’at Halim /222015128 /2019/Pengaruh Penerapan Tax Amnesty Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang (Survei Pada Wajib Pajak Di Kecamatan 

Seberang Ulu Palembang). 

 

Penelitian ini dibuat untuk menjawab masalah yaitu Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

seberapa besar pengaruh penerapan Tax Amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak di kota 

Palembang (survei pada wajib pajak di Kecamatan seberang ulu Palembang) dengan Tujuan 

penelitian yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan Tax Amnesty terhadap kepatuhan 

wajib pajak di kota Palembang (survei pada wajib pajak di Kecamatan seberang ulu Palembang). 

 

Variabel dalam penelitian ini adalah penerapan Tax Amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Data yang digunakan 

yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara 

dan kuesioner. Metode analisis dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis dan teknik analisis deskriptif dan asosiatif dengan bantuan Program Statistical 

Program Special Science (SPSS). 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Tax Amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak di kota Palembang (survei pada wajib pajak di Kecamatan seberang ulu Palembang). 

 

Kata Kunci: Penerapan Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak 
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ABSTRACT 

 

Muhammad Rif'atHalim / 222015128/2019 / Effect of the Application of Tax Amnesty on 

Taxpayer Compliance in Palembang City (Survey on Taxpayers in SeberangUlu District, 

Palembang). 

 

This research was made to answer the problem, namely the formulation of the problem in this 

study is how much influence the implementation of Tax Amnesty on taxpayer compliance in 

Palembang (survey on taxpayers in the opposite district of Ulu Palembang) with the aim of 

research is to determine the effect of Tax Amnesty on compliance taxpayers in the city of 

Palembang (survey of taxpayers in the district opposite Ulu Palembang). 

 

The variable in this study is the application of Tax Amnesty to taxpayer compliance. The type of 

research used in this study is associative research. The data used are primary and secondary data. 

Data collection techniques are using interviews and questionnaires. The analytical method and 

data analysis technique used in this study are descriptive and associative analysis and analysis 

methods with the help of the Statistical Program Special Science (SPSS) Program. 

 

The results of this study indicate that the application of Tax Amnesty has an effect on taxpayer 

compliance in the city of Palembang (survey of taxpayers in the opposite district of Ulu 

Palembang). 

 

 

Keywords: Application of Tax Amnesty, Taxpayer Compliance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh 

dunia, baikbagi Negara maju maupun di Negara berkembang. Karena jika 

Wajib Pajak tidakpatuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan 

tindakan penghindaran,pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang 

pada akhirnya tindakantersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara 

akan berkurang. 

 Di Indonesia sendiri Kepatuhan dalam membayar pajak dinilai sebagai 

beban oleh Wajib Pajak, ditambah lagi saat ini keadaan ekonomi masyarakat 

yang kurang stabil. Pola pikir bahwa pajak merupakan beban yang harus 

ditanggung dan akan mengurangi pendapatan Wajib Pajak, akan 

menimbulkan kecenderungan untuk segera membayarkan pajaknya sekecil 

apapun atau bahkan melakukan penyelundupan pajak yang dinilai sebagai 

penghindaran pajak terutang secara ilegal.  

 Perilaku penghindaran pajak bukan lagi menjadi suatu hal yang besar, 

atau bahkan Wajib Pajak merasa ketika melakukan penghindaran pajak tidak 

perlu khawatir akan di tangkap karena yakin bahwa orang lain juga 

melakukannya (Susanti, 2011: 2).Seperti masalah penghindaraan pajak oleh 

Wajib Pajak inilah yang menjadi salah satu dari banyak masalah Kepatuhan 

Wajib Pajak. 
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      Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana 

Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya (Nurmanto, 2010; 138). Jadi setiap Wajib Pajak harus 

memenuhi semua kewajiban perpajakannya antara lain kewajiban 

mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan dan 

pelaporan pajak, kewajiban dalam hal diperiksa, serta kewajiban memberi 

data. Sedangkan untuk hak perpajakan Wajib Pajak diantaranya  hak atas 

kelebihan pembayar pajak, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, 

hak untuk mengajukan keberatan/banding dan peninjauan kembali, serta hak-

hak wajib pajak lainnya. 

 Kepatuhan Wajib Pajak ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitukondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada 

Wajib Pajak,penegakanhukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarifpajak 

(Siti Kurnia Rahayu, 2010: 110). 

 Definisi lain dari pengertian Kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak 

mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, 

investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik 

hukum maupun administrasi (Santoso, 2008: 5). Dengan kata lain, Wajib 

Pajak yang telah memenuhi Kepatuhan Perpajakannya akan terhindar dari 

penerapan sanksi perpajakan dan juga peran serta masyarakat Wajib Pajak 

dalam memenuhi kewajiban pembayaranpajak berdasarkan ketentuan 

perpajakan sangat diharapkan, Sehingga Kepatuhan Wajib Pajak dalam 
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membayar pajak dapat menjadi posisi strategis dalam peningkatanpenerimaan 

pajak. 

 Penerimaan pajak sendiri merupakan sumber pendanaan terbesar di 

Indonesia, sumber pendanaan yang diperoleh dari penerimaan pajak ini lah 

yang digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara. Persentase  sumber 

penerimaan di Indonesia dari pajak sebesar kurang lebih 70%, baik dari pajak 

daerah maupun pajak pusat. Besarnya persentase pendapatan yang diterima 

dari pajak inilah yang menjadikan penerimaan pajak memiliki peran yang 

besar bagi kelangsungan Negara (Ngadiman dan Huslin, 2015: 9).  

Tercapainya target penerimaan pajak tidak terlepas dari kesadaran, 

kepedulian, serta kepatuhan masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban 

mereka dalam membayar pajak, pada kenyataannya kesadaran masyarakat 

untuk melakukan pembayaran pajak cenderung masih rendah, meskipun 

realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat. 

 Penerimaan pajak di Indonesia beberapa tahun belakangan ini selalu di 

bawah dari target yang telah ditetapkan, baik Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – 

Perubahan (APBNP). Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan 

mencatat realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2015-2017 

ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel I.1 

 

Tabel penerimaan pajak dari wajib pajak dalam rentan tahun 2015 – 2017 

 

Tahun Target penerimaan 

pajak 

Realisasi penerimaan 

pajak 

Persentase 

penerimaan 

pajak  

2015 Rp. 1.294,258 triliun Rp. 598,270 triliun 46,22% 

2016 Rp. 1.380,124 triliun Rp. 699,367 triliun 51,24% 

2017 Rp. 1.472,071 triliun Rp. 878,086 triliun 59,07% 

 Sumber: Direktorat Jendral Pajak Menteri Keuangan 

  Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2015, 2016, dan 

2017 penerimaan pajak di Indonesia selalu berada dibawah target dari yang 

telah ditetapkan. 

  Di Palembang sendiri pada tahun 2015 DJP Sumsel & Babel mencatat 

hanya sekitar 0,47% atau 2.882 Wajib Pajak yang patuh membayar pajak 

dengan nilai Rp. 19,09 miliar untuk Wajib Pajak Karyawan dan hanya sekitar 

9,88% atau 16.459 dari sebanyak 166.617 Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

telah patuh membayar pajak, dengan  nilai Rp. 67,09 miliar. Dan pada tahun 

2016 DJP Sumsel dan Babel mencatat hanya 57,03% atau hanya 592.320 

Wajib Pajak di kota Palembang yang patuh membayar pajak. Jelas dari data 

tersebut tingkat Kepatuhan Wajib Pajak masih terbilang rendah. 

  Di daerah Seberang Ulu Palembang juga jumlah Wajib Pajak yang 

menyampaikan SPT dari tahun 2015 sampai dengan 2017 tidak sesuai dengan 

jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Seberang Ulu. seperti yang 

ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel II.2 

 

Tabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar yang menyampaikan SPT dari tahun 

2015-2017 

 

Tahun Jumlah wajib pajak terdaftar Wajib pajak yang 

menyampaikan 

SPT 

Persentase Tingkat 

Kepatuhan 

2015 52.595 16.426 31% 

2016 58.288 20.526 35% 

2017 64.180 20.506 32% 

Sumber: KPP Palembang Seberang Ulu 

 

  Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak 

yang menyampaikan SPT yang terdafatar di KPP Seberang Ulu tidak sesuai 

dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Ini menunjukkan masih rendahnya 

kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. 

  Dari berbagai masalah Kepatuhan Wajib Pajak yang ada inilah yang 

mengakibatkan penerimaan pajak di Indonesia tidak akan mencapai 

penerimaan dari target yang telah ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan 

penerimaan pajak di Indonesia dari Wajib Pajak, Direktoral Jendral Pajak 

senantiasa terus melakukan upaya pegembangan dan perubahan-perubahan 

untuk memfasilitasi Wajib Pajak agar dalam melaksanakan kewajibannya 

merasa mudah dengan fasilitas yang telah disediakan.  

  Berbagai upaya untuk menyediakan fasilitas perpajakan telah dilakukan 

oleh Direktorat Jendral Pajak, seperti restrukturisasi organisasi, merubah 

sistem kerja pada kantor pelayanan pajak, melakukan pengembangan sumber 

daya manusia, penggunaan teknologi informasi pada administrasi perpajakan, 

serta menerapkan berbagai kebijakan perpajakan. Salah satunya adalah 

penerapan program Tax Amnesty yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 
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2016. tepatnya pada tanggal 1 Juli 2016 telah disahkan Undang-undang 

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). 

  Tax Amnesty adalah suatu kebijakan pengampunan pajak yang diberikan 

kepada Warga Negara Indonesia yang di perkirakan telah melakukan 

ketidakpatuhan berupa penghindaran pajak. Pemberian kebijakan ini memiliki 

batas waktu dimana Wajib Pajak di haruskan untuk melaporkan pajak yang 

terutang di masalalu dan akan diberikan pengampunan kewajiban pajak 

(termasuk denda dan bunga) tanpa takut diberikan hukuman pidana 

(Ngadiman dan Huslin, 2015: 11). 

  Tax Amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan 

yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan 

membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan 

tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak 

patuh menjadi Wajib Pajak yang patuh (Devano, 2006: 136). 

Jadi dengan kata lain, Tax Amnesty ini merupakan kebijakan pengampunan 

pajak yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang di perkirakan 

telah melakukan ketidakpatuhan sebagai Wajib Pajak berupa penghindaran 

pajak. Kebijakan ini memberikan pengampunan atas sanksi administrasi dan 

menghapus sanksi pidana dengan syarat telah membayar uang tebusan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

 Tax Amnesty ini diberikan kepada Wajib Pajak yang melaporkan secara 

sukarela mengenai data kekayaan yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya 

dan juga memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang selama ini tidak 
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patuh terhadap peraturan perpajakan untuk mengungkapkan harta sebenarnya 

yang sebelumnya tidak diungkapkan. 

 Upaya peningkatan penerimaan pajak melalui kebijakan Tax Amnesty ini 

di harapkan mampu membuat Wajib Pajak memiliki kesadaran bahwa 

membayar pajak merupakan kewajiban dan kepatuhan yang harus 

dilaksanakan oleh setiap Wajib Pajak. 

 Tujuan dari Tax Amnesty ini pada umumnya adalah untuk meningkatkan 

penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan Kepatuhan Wajib 

Pajak di masa yang akan datang, mendorong repatriasi modal dan aset, 

transisi ke sistem perpajakan yang baru, serta menarik dana yang parkir di 

luar negeri maupun di dalam negeri yang mana tujuan dari Tax Amnesty ini 

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan 

pajak. 

 Sejak diterapkan dan disahkan pada Juli 2016 pemerintah menargetkan 

perolehan uang tebusan dari Tax Amnesty ini sebesar Rp. 165 triliun, dengan 

dana yang direpatriasi dari luar negeri mencapai Rp. 1.000 triliun dan dana 

yang dideklarasi sebesar Rp. 4.000 triliun, baik dari dalam negeri maupun 

luar negeri. 

 Untuk penerapan Tax Amnesty ini sendiri terbagi dalam tiga periode. 

Periode pertama dari tanggal diundangkan sampai dengan 30 September, 

periode kedua dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 

2016, dan periode ketiga dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2017. 

 Pada periode pertamaPengampunan Pajak yang dicanangkan pemerintah 

ini mendapat banyak tanggapan positif.Selama pelaksanaan Tax Amnesty 
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periode pertama, tercatat jumlah harta yang dilaporkan mencapai lebih dari 

Rp. 3.500 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari harta di dalam negeri dan luar 

negeri. Target pelaporan harta WNI dari luar negeri untuk dibawa ke dalam 

negeri adalah Rp. 1.000 triliun dan pelaporan aset sebesar Rp. 4.000 triliun. 

Sementara itu, dana yang ditebus dalam program Tax Amnesty hingga 30 

September 2016 mencapai sekira Rp. 92,99 triliun dari target Rp. 165 triliun. 

Selanjutnya, antusias masyarakat mengikuti program Tax Amnesty periode 

kedua mulai berkurang, Tercatat hingga 31 Desember 2016 realisasi 

penerimaan uang tebusanTax Amnesty berdasarkan Surat Pernyataan Harta 

(SPH) sebesar Rp. 103,31 triliun atau baru 62,6% dari target Rp. 165 triliun. 

Dengan capaian periode pertama sebesar Rp. 92,99 triliun, realisasi 

penerimaan uang tebusan pada periode kedua hanya Rp. 10,32 triliun atau 

sekitar 9,98% dari total raupan uang tebusan. 

 Selain jumlah uang tebusan yang minim, jumlah peserta Wajib Pajak di 

periode kedua juga tidak sebanyak periode pertama.Jumlah peserta ini juga 

diikuti oleh anjloknya jumlah harta yang diungkap Wajib Pajak. Selama 

periode Oktober-Desember, nilai harta tambahan yang dilaporkan hanya Rp. 

628,14 triliun. Padahal, pada periode pertama nilai harta tambahan yang 

dilaporkan Wajib Pajak mencapai Rp. 3.667,69 triliun. 

 Selanjutnya, program Tax Amnesty pada periode ketiga realisasi uang 

tebusan berdasarkan penerimaan surat setoran pajak (SSP) hingga 2 Januari 

2017 mencapai Rp. 107 triliun atau sekitar 64,8% dari target Rp. 165 triliun. 

Dengan pencapaian tersebut, jumlah uang tebusan untuk periode ketiga 
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mengalami kenaikan sekira Rp. 9,8 triliun dibandingkan akhir periode 

pertama per 30 September 2016 yang tercatat Rp. 97,2 triliun. 

 Keseluruhan harta dari tebusan berdasarkan penerimaan SPH mencapai 

Rp. 4.296 triliun dengan komposisi Rp. 3.143 triliun merupakan deklarasi 

dalam negeri, Rp. 1.013 triliun deklarasi luar negeri, dan Rp. 141 triliun dana 

repatriasi. Jumlah SPH yang telah disampaikan Wajib Pajak mencapai 

638.033 dengan jumlah SSP yang diterima sebanyak 670.625. Sedangkan 

jumlah Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnestymencapai 616.372. 

 Dan pada saat program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sudah 

berakhir,hasilnya uang tebusan terkumpul dari tiga periode penyelenggaraan 

Tax Amnesty baru mencapai 81,8% atau sebesar Rp. 135 triliun. Berdasarkan 

realisasi Surat Setoran Pajak (SSP), angka itu masih lebih rendah Rp. 30 

triliun atau sekira 18,18% dari target Rp. 165 triliun. Jadi dengan kata lain 

untuk Program Pengampunan Pajak tahun 2016-2017 ini tidak mencapai 

target dari yang diharapkan.  

 Di Palembang sendiri Tax Amnesty pada periode pertama tembus Rp. 

503 miliar dana dari target yg telah ditentukan yaitu Rp. 500 miliar. Tetapi 

untuk periode kedua hanya mencapai Rp. 150 miliar dana terkumpul dari 

target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 200 miliar. Dan untuk periode 

ketiga dana yang terkumpul hanya sebesar Rp. 311 miliar dari target yang 

telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 400 miliar.  

 Berdasarkan jumlah dana Tax Amnesty yang terkumpul untuk 3 periode 

tersebut adalah sebesar Rp. 965 miliar, jumlah ini tidak mencapai target dari 
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yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1 triliun untuk target dana Tax 

Amnesty kota Palembang. 

 Pada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Husnurrosyidah dan Ulfah Nuraini (2016) mengenai pengaruh Tax Amnesty 

terhadap kepatuhan pajak BMT se-karisidenan Pati menyatakan bahwa Tax 

Amnestyberpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sama halnya dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ganda Hutasoit (2017) mengenai pengaruh 

Tax Amnesty terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara Tax Amnesty terhadap kesadaran 

membayar pajak yang mengarah ke postif. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh James, Alm (1998) mengenai Apakah Tax Amnesty bekerja 

dan apakah efek penerimaan dari Tax Amnesty selama transisi di Federasi 

Rusia yang menunjukan pengaruh ke arah negatif yaitu bahwa tingkat 

Kepatuhan jatuh setelah adanya program Tax Amnesty. 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Tax Amnesty  

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan masalah 

dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh penerapan Tax Amnesty 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan 

Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat bagi semua pihak, diantaranya : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bukti empiris yang ada tentang 

besarnya pengaruh penerapan Tax Amnestyterhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan, dan pengalaman mengenai ilmu perpajakan. 

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Kota Palembang 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan informasi bagi 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Palembang dalam memahami dan 

mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Tax Amnesty 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, 

menambah ilmu pengetahuan, dapat menjadi acuan atau kajian, serta 

perbandingan dalam rangka perkembangan penulisan  di masa yang akan 

datang. 
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